
BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JA WA BARA T 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 77 TAHUN 2021 

TENTANG 

PEMBE NTUKAN, SUSUNAN 0 GANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH 

PEKERJAAN UMUM WILAYAH 
PADA DINAS PEKERJ AAN UMUM, TATA RUANG, 

PE U AHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP 

Menim ang 

Menging t 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (3) 
Pera ran Bupa i Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 202 1 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat 
Daerah, menetapkan Peraturan Bupati ten tang 
Pembe tukan, u nan 0 ganisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 
Kerj a Unit Pelaksana Teknis Daerah PekeIjaan Umum Wilayah 
pada Dina Pekerjaan Umum, Ta ta Ruang, Perumahan Rakyat 
dan Kawa an Perm ukim a n, d an Lingkungan Hidup; 

1. Un ang-Un ang Nom or 14 Tah n 1950 tentang Pem bentukan 
Daerah- aerah Ka bupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Barat (B rita Negara Republik Indon esia Tahun 1950), 
seba gaimana telah diubah den gan Un d ang-Un dang Nomor 4 
Tahun 1968 tenta n Pembentukan Ka bupaten Purwakarta 
dan Ka upat n Subang dengan Mengubah Undang-Undang 
Nomor 14 ahu n 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat 
(Lembaran egara Repu blik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2851); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
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2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ; 

3. Peraturan Pemerin tah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan 
Lembaran Negara Republik In d on esia Nom or 6402); 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nom or 1 Tahun 
2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
201 6 Nomor 1); 

5. Peraturan Daerah Ka bupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 
2016 tentang Urusan Pemerintahan yang m enjadi 
Kewenangan Pem erintahan Kabupaten Tasikmalaya 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikma laya Tahun 20 16 
Nomor 3); 

6 . Peraturan Daerah Ka bupaten Tasikmalaya Nomor 7 
Tahun 20 16 tentang Pembentuka n dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Ka bupaten Ta s ikmalaya 
Tahun 2 0 16 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir den gan Pera turan Daerah Kabupaten 
Tasikma laya Nomor 3 Tahun 2021 ten tang Perubahan Kedua 
a ta s Peraturan Daerah Kabu paten Tasikmalaya Nomor 7 
Tahun 2016 tentang Pembentu kan dan Su sunan Perangkat 
Da erah (Lem baran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2021 Nomor 3); 

7. Peratura n Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang 
Kedu dukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
Perangkat Daerah (Berita Daera h Ka bu paten Tasikmalaya 
Tahun 202 1 Nomor 39); 

8 . Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 53 Tahun 2021 tentang 
Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, 
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan 
Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2021 Nomor 53); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN 
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT 
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEKERJAAN UMUM WILAYAH 
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN 
RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN 
HIDUP. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya. 

3. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan 

Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya. 
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan 

Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten 
Tasikmalaya. 

5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pekerjaan Umum Wilayah yang selanjutnya 

disin gkat UPTD Pekerjaan Umum Wilayah adalah Unit Pelaksana Teknis 
Da erah Pekerjaan Umum Wilayah pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, 

Perumahan Ra kyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup 
Kabupaten Tasikmalaya. 

6. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pekerjaan Umu m Wilayah pada Dinas 
Pekerjaan Umu m, Tata Ru ang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 

dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya. 

7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan pegawai negeri s ipil yang 

melaksanakan tugas, tanggun g jawab, wewenang dan hak yang didasarkan 
pada keahlian dan/ atau keterampilan tertentu yang bersifat m andiri. 

BAB II 

PEMBENTUKAN 

Pa sal 2 

(1) Dengan Peraturan Bupati in i, dibentu k UPTD Pekerjaan Um u m Wilayah Kelas 
A pada Dinas Pekerjaan Umum , Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan 
Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya . 

(2) UPTD Pekerjaan Umum Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 

dari: 
a. UPTD Pekerjaan Umum Wilayah Ciawi, m eliputi Kecamatan Ciawi, 

Kecamatan Kadipaten, Kecamatan Pagerageung, Kecamatan Sukaresikdan 

Kecamatan Jamanis; 
b. UPTD Pekerjaan Umum Wilayah Sukaratu, meliputi Kecamatan Sukaratu, 

Kecamatan Rajapolah, Kecamatan Padakembang, Kecamatan Cisayong dan 

Kecamatan Sukahening; 
c. UPTD Pekerjaan Umum 

Manonjaya, Kecamatan 
Kecamatan Karangjaya; 

d. UPTD Pekerjaan Umum 

Wilayah Manonjaya, meliputi Kecamatan 
Gunungtanjung, Kecamatan Cineam dan 

Wilayah Singaparna, meliputi 

Singaparna, Kecamatan Leuwisari, Kecamatan Sukarame, 
Cigalontang, Kecamatan Mangunreja dan Kecamatan Sariwangi; 

Kecamatan 
Kecamatan 
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e. UPTD Pekerjaan Umum Wilayah Taraju, meliputi Kecamatan Taraju, 

Kecamatan Bojonggambir, Kecamatan Sodonghilir, Kecamatan Puspahiang 
dan Kecamatan Salawu; 

f. UPTD Pekerjaan Umum Wilayah Sukaraja, meliputi Kecamatan Sukaraja, 
Kecamatan Tanjungjaya, Kecamatan Jatiwaras, Kecamatan Cibalong dan 
Kecamatan Parungponteng; 

g. UPTD Pekerjaan Umum Wilayah Karangnunggal, meliputi Kecamatan 

Karangnunggal, Kecamatan Cipatujah, Kecamatan Bantarkalong, 
Kecamatan Bojongasih dan Kecamatan Culamega; dan 

h. UPTD Pekerjaan Umum Wilayah Cikatomas, m eliputi Kecamatan 
Cikatoma s, Kecamatan Salopa, Kecama tan Pancaten gah dan Kecamatan 
Cikalong. 

BAB III 
KEDUDUKAN,TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 
Kedu dukan 

Pasal3 

(1) UPTD Pekerjaan Umum Wilayah seba gaimana dimaksud dala m Pa sal 2 adalah 
unsu r pelaksana teknis sebagian tuga s operasional Dinas dilapangan. 

(2) UPTD Pekerjaan Umum Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dipim pin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Dinas. 

Bagian Kedua 

Tugas 

Pasal 4 

UPTD Pekerjaan Um um Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 

mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas operasional Dinas 
dalam penyelen ggara an pekerjaan umu m dan penataan ruang, perumahan rakyat 

dan kawasan permukiman serta lingkungan hidup diwilayah kerjanya. 

Bagian Ketiga 
Fungsi 

Pasal5 

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD 
Pekerjaan Umum Wilayah mempunyai fungsi: 
a. Pelaksanaan sebagian tugas Dinas di bidang pekerjaan umum, tata ruang, 

perumahan dan kawasan permukimanserta lingkungan hidup di wilayah 
kerjanya; 

b. Pelaksanaan koordinasi dengan Dinas, lembaga teknis terkait dalam 
pengelolaan pekerjaan umum, tata ruang, perumahan dan kawasan 
permukiman serta lingkungan hidup; 
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c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan 
perkembangan UPTD Pekerjaan Umum Wilayah; 

d. Pelaksanaan urusan kesekretariatan; dan 
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

BABIV 
SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPEGA WAIAN 

Bagian Kesatu 
Susunan Organisa si 

Pa sal6 

(1) Susunan organisa si UPTD Pekerjaan Um u m Wilayah terdiri a ta s: 
a. Kepala UPTD; 
b . Subbagian Tata Usaha; dan 
c . Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Ba gan struktu r organisasi UPTD Pekerjaan Umum Wilayah seba gaimana 
dim a ksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran. 

Bagian Kedua 
Kepegawaian 

Paragraf 1 
Pengangkatan dan Pem berh entian 

Pa s a l 7 

(1) Kepala UPTD seba gaim ana dimaksu d dalam Pa sal 4 aya t (1) huruf a d iangkat 
dan diberhentikan oleh Bupati atas u sul Kepala Dinas. 

(2) Pejaba t pelaksana danl ataupejabat fungsional d i lingkun gan UPTD Pekerjaan 
Umu m Wilayah dian gka t dan diberhentikan oleh pejaba t yang berwenang 
sesuai d engan peraturan perun dang-undangan. 

(3) Keten tuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan 
perundang-u n dangan. 

Paragraf 2 
Eselon 

Pasal8 

(1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 6 ayat (1) huruf a 
merupakan jabatan struk tural eselon IV.a. 

(2) Kepala SUbbagian Tata Usaha seba gaim ana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) 
huruf b merupakan jabatan struktural eselon IV. b. 

BABV 
RINCIAN TUGAS UNIT 

Bagian Kesatu 
Kepala UPTD 

Pasal9 

(1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6ayat (1) huruf a 
mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian dan pengawasan 
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seluruh kegiatan tugas dan fungsi UPTD Pekerjaan Umum Wilayah m eliputi 
kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pembangun an, rekonstruksi, rehabilitasi, 
peningkatan, penggantian dan pemeliharaan pada bidang pekerjaan urnum, 
tata ruang, perumahan dan kawasan permukiman serta lingkungan hidup 
sesuai dengan kewenangan yang d ilimpahkan oleh Kepala Dinas. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokoksebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala UPTD mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Melaksanakan koordinasi dan pengawasan kegiatan UPTD Pekerjaan Umum 

Wilayah; 
b. Melaksanakan pemantauan operasional kegia tan UPTD Pekerjaan Umum 

Wilayah ; 
c . Mela ksan akan tuga s pem bantu an Din as di bidang pem binaan dan 

bim bin gan serta perencanaan maupun perumusan kebijakan teknis di 
bidang pekerjaan umum, tata ruang, perumahan dan kawasan permukiman 
serta lingkungan hidup; 

d . Melaksanakan petunjuk teknis dan pedoman yang berkaitan dengan 
kegiatan pekerjaan umum, tata ruang, perumahan dan kawasan 
perm u kiman serta lingkungan h idu p; 

e. Melaksanakan pengendalian kesekretariatan pada UPTD Pekerjaan Umum 
Wilayah; 

f. Melaksanakan penyusunan u sula n rencana anggaran pendapa tan dan 
bela nja UPTD Pekerjaan Umum Wilayah; 

g. Melaksanakan penyusunan usu lan ren cana kebutu h an dan pemeliharaan 
sarana dan prasarana UPTD Pekerjaan Umum Wilayah; 

h. Melaksanakan pengen dalian da n pengawasan pengelolaan keuangan, 
kepegawaian dan perlengkapan serta aset UPTD Pekerjaan Umu m Wilayah; 

1. Melaksanakan pengendalian dan pengawa san pengaturan, penggunaan dan 
pem elihara an sarana dan prasarana UPTD Pekerjaan Umum Wilayah; 

J. Melaksana kan pembinaan personil di lingkungan UPTD Pekerja an Umum 
Wilayah; 

k. Melaksanakan koordina s i hubunga n kerj a sama baik den gan Pemerintah 
maupu n m a syaraka tj swa sta dalam pelaksana an operas ion al pekerjaan 
umum wilayah; 

1. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi den gan Dinas, Badan, Kantor, 
Kecamatan dan Desa yang berkaita n den gan kegiatan bidang pekerjaan 
umum, tata ruang, perum a h an da n kawasan permukim an; 

m. Melaksanakan pengen dalian, pemantauan pem asangan reklame dan 
rekomendasi pemberian izin pemasangan reklame sesuai peraturan 
perundang-undangan; 

n. Melaksanakan monitoring, evalu a si dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas 
UPTD Pekerjaan Umum Wilayah; dan 

o. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya 

Bagian Kedua 
Subbagian Tata U saha 

Pasall0 

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 aya t (1) huruf b 
mempunyru tugas pokok melaksanakan pelayanan admin istratif, 
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mengoordinasikan, mengendalikan kegiatan ketatausahaan, pengelolaan 
kepegawaian, penyusunan program dan penyusunan akuntansi dan laporan 
keuangan di lingkungan UPTD Pekerjaan Umum Wilayah. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Subbagian Tata Usaha sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Menyusun rencana keIja UPTD Pekerjaan Umum Wilayah; 
b. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan UPTD 

PekeIjaan Umum Wilayah; 

c. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian UPTD PekeIjaan 
Umum Wilayah; 

d. Melaksanakan pen gelolaan adminis trasi keuangan UPTD Pekerjaan Umum 
Wilayah; 

e . Melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan ketatalaksanaan UPTD 
PekeIjaan Umum Wilayah; 

f. Melaksanakan pembinaan keta tau sahaan, kearsipan dan kepegawaian 
UPTD PekeIjaan Umum Wilayah; 

g. Melaksanakan pendokumentasian tata naskah dinas dan pen gelolaan 
kearsipan; 

h. Melaksanakan penyiapan bahan penyusun an rencana usulan anggaran 
pen dapatan dan belanja UPTD Pekerjaan Umum Wilayah; 

1. Melaksanakan penyiapan bahan rencana usulan kebu tuh an dan 
pemeliharaan sarana dan prasarana; 

J. Melaksanakan pencatatan dan penyimpanan aset dan perlengkapan; 
k. Melaksanakan koordin asi dengan unit keIja terkait di lingkun gan UPTD 

Pekerjaan Umum Wilayah; 
1. Melak sanakan pela poran hasil pelaksanaan tu gas kepada Kepala UPTD; 

dan 

m. Melaksanakan tu gas lain esuai den gan tu gas dan fungsin ya. 

BAB VI 
TATA KERJA 

Pasal 11 

(1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a secara 
teknis operasional dan a dministratif berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala. 

(2) Setiap pegawai di lingkungan UPTD Pekerjaan Umum Wilayah baik teknis 

operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala UPTD. 

(3) Dalam melaksanakan tugas setiap pegawai baik pejabat struktural, pelaksana 
dan pejabat fungsional harus menegakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, 
sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal maupun horizontal. 

(4) Kepala UPTD harus memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya 
secara teratur, jelas dan tepat pada waktunya kepada atasan. 
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(5) Setiap unsur pegawai di lingkungan UPTD Pekerjaan Umum Wilayah harus 

mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala 
UPrD serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya. 

(6) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh Kepala UPTD, wajib diolah 
dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan 
menyampaikan petunjuk kepada bawahan. 

(7) Jenis dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4), ayat (5) dan ayat (6) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB VII 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasa112 

(1) Pada UPTD Pekerjaan Umum Wilayah dapat ditetapkan jabatan fungsional 
ter ten tu sesuai dengan ketentuan pera turan perundang-undangan. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional sebagaimana dim aksud 

pad a ayat (1) diatur oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang­
undangan yang berlaku. 

BAB VIII 
PEMBIAYAAN 

Pasal 13 

Pembiayaan UPTD Pekerjaan Umum Wilayah dibebanka n kepada Anggaran 
Pendapa tan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikm alaya dan sumber lain yang 
sah dan tidak m engikat . 

BAB IX 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 14 

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupa ti InI , pejaba t yang ada tetap 
menduduki j a batannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan 
ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini. 

BAB X 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 15 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Tasikmalaya 
Nomor 108 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pekerjaan Umum Wilayah 
pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman dicabut 

dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasa116 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya . 

Diundan gkan di Singapama 

pada tangga14 Oktober 2021 

DAERAH 
SIKMALAYA, 

Ditetapkan di Singaparna 
pada tanggal 4 Oktober 2021 

p 

ASIKMAL YA TAHUN 2021 NOMOR 77 
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: PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
: 77 TAHUN 2021 

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH 
PEKERJAAN UMUM WILAYAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, 
TATA RUANG, PERU MAHAN RAKYAT DAN KAWASAN 
PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP. 
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PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT 
DAN KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP 
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